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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Berperkara
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx, 01 Juni 1980, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di XXX XXX, XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX  XKXXX XXXXXKK,  XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXX,
Provinsi xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 04 Januari 1978, agama
Islam, pekerjaan xxxxx xxx xxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X XX XXX,
XXX XXX, XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXK, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXX, Provinsi xxx, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan
register perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 15 Januari 2024, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada hari Minggu tanggal 04 September 2005 yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor: 168/13/1X/2005, tertanggal 08 September 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat
tinggal dirumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat
tersebut diatas, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan
telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. xxx, NIK xxx, TTL Batam 03 September 2007, Pendidikan SLTA,
sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

b. xxxx, NIK xxx TTL Batam 07 Februari 2012, Pendidikan SD, sekarang
dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun
saja, hamun sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
oleh:

a. Bahwa Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti
perasaan Penggugat;

c. Bahwa Tergugat jarang berada dirumah diwaktu malam hari tanpa
alasan yang jelas, yang menyebabkan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

d. Bahwa Tergugat sering bermain judi online;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan oleh
Penggugat melihat foto perempuan yang bernama Dian Novi Astuti
yang merupakan teman Penggugat di gallery handphone milik Tergugat,
lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat
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dengan teman perempuan Penggugat, namun Tergugat mengatakan
tidak memiliki hubungan dengan Teman Penggugat tersebut, setelah itu
Penggugat bertanya kepada teman Penggugat yang bernama Dian Novi
Astuti apakah memiliki hubungan dengan Tergugat, setelah itu teman
perempuan Penggugat tersebut mengakui jika telah menikah dengan
Tergugat sejak 13 Juli 2022, sehingga terjadi pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat
langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali
kerumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat
Penggugat tersebut diatas, yang menyebabkan Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan
lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak
berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak
sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya
Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang
Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Muara Bulian cg. Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
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Subsider:
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah
hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas
pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara a quo

dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Upaya Nasihat Hakim
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim telah menasihati
Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengaku ingin berdamai dengan Tergugat, dan
menyatakan ingin kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon
penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
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sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
mengatur bahwa “pada asasnya susunan persidangan untuk semua pengadilan
adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga)
orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara
Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di
luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan
dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama
Muara Bulian berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.l. Nomor
204/KMA/HK.05/10/2021 telah mendapatkan lIzin bersidang dengan Hakim
Tunggal, karenanya persidangan perkara a quo dilaksanakan dengan Hakim

Tunggal;

Upaya Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat

dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
Cabut Gugatan

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah ingin berdamai dengan
Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat,
maka keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;
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Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/
PA.Mbl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 525.000,00- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama
Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.l., M.A.,
sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Dahkir A
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal
ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.
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Panitera Pengganti
ttd

Drs. Dahkir A
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00-

2. Biaya proses Rp. 75.000,00-
3. Biaya panggilan Rp. 380.000,00-
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai Rp. 10.000,00-
Jumlah Rp. 525.000,00-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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